
BUPATI MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI
MAHAKAM ULU

NOMOR 22 TAHUN 2017

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAHAKAM ULU,

Menimbang : bahwa memenuhi ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor1Tahun
2017 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, perlu ditetapkan Peraturan
Bupati Mahakam Ulu tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran
2016 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan
anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2016.

Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan
Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan
Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3688); sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
Petunjuk Teknis Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286);



5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Undang-undangNomor 33 Tahun 2004
tentangPerimbanganKeuanganantaraPemerintahPusatdan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-UndangNomor 28 Tahun 2009 tentangPajak Daerah
danRetribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 130, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

10. Undang-undangNomor 12 Tahun 2011
tentangPembentukanPeraturanPerundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
sebagaimana perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

12. PeraturanPemerintahNomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara
PertanggungjawabanKepala Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 205 Nomor 140, TambahanLembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4025);

13. PeraturanPemerintahNomor 20 Tahun 2001
tentangPembinaandanPengawasanatasPenyelenggaraanPemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
41, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

14. PeraturanPemerintahNomor91Tahun 2010 tentangPajak Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153);

15. PeraturanPemerintahNomor 24 Tahun 2005
tentangStandarAkuntansiPemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, TambahanLembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4503);

16. PeraturanPemerintahNomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4575);

17. PeraturanPemerintahNomor 56 Tahun 2005
tentangSistemInformasiKeuangan Daerah (Lembaran Negara



Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, TambahanLembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

18. PeraturanPemerintahNomor 57 Tahun 2005 tentangHibahkepada
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
139, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

19. PeraturanPemerintahNomor 58 Tahun 2005
tentangPedomanPengelolaanKeuangan Daerah (Lembaran Negara
RepublikIndonesia Tahun 2005 Nomor 140, TambahanLembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

20. PeraturanPemerintahNomor 8 Tahun 2006
tentangLaporanKeuanganKinerjaInstansiPemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

21. PeraturanPresidenNomor 70 Tahun 2012
tentangPerubahanKeduaPerpres No.54 Tahun 2012
tentangPengadaanBarang/JasaPemerintah;

22. PermendagriNomor 13 Tahun 2006
tentangPedomanPengelolaanKeuangan Daerah
sebagaimanatelahdiubahdenganPeraturanMenteriDalamNegeriNomo
r 59 Tahun 2007
tentangPerubahanatasPeraturanMenteriDalamNegeriNomor 13
Tahun 2006 tentangPedomanPengelolaanKeuangan Daerah;

23. PermendagriNomor 21 Tahun 2011
tentangPerubahanKeduaatasPeraturanMenteriDalamNegeriNomor
13 Tahun 2006 tentangPedomanPengelolaanKeuangan Daerah;

24. PermendagriNomor 29 Tahun 2011 tentangPedomanPengurusan,
PertanggungjawabandanPengawasanKeuangan Daerah serta Tata
Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan
Daerah danPenyusunanPerhitungan APBD;

25. PermendagriNomor52Tahun
2014tentangPedomanPenyusunanAnggaranPendapatandanBelanja
Daerah TahunAnggaran 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:
PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2016 terdiri atas :
1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 18.709.661.134,62
b. Pendapatan Transfer Rp. 1.065.219.626.347,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp. 44.712.343.600,00

Jumlah pendapatan Rp.1.128.641.631.081,62



2. Belanja
a. Belanja Operasi Rp. 626.681.555.423,75
b. Belanja Modal Rp. 291.306.389.976,00
c. Belanja Tak Terduga Rp. ,00

Jumlah belanja Rp. 917.987.945.399,75

3. Transfer
a. Transfer Bantuan Keuangan Rp. 58.879.328.547,00

Jumlah transfer Rp. 58.879.328.547,00

4. Pembiayaan
a. Penerimaan pembiayaan Rp. 137.507.682.101,29
b. Pengeluaran pembiayaan Rp. ,00

Jumlah pembiayaan Rp. 137.507.682.101,29

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Rp. 289.282.039.236,16

Pasal 2

Ringkasan dan Penjabaran pertanggungjawabanAPBD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 dirinci lebihlanjut pada Lampiran Peraturan Bupati Mahakam Ulu ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati Mahakam Ulu ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang
mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan
penempatannya dalam Lembar Daerah.

ditetapkan diUjoh Bilang
padatanggal31 Agustus2017

Bupati Mahakam Ulu,

BONIFASIUS BELAWAN GEH



diundangkan di Ujoh Bilang
pada tanggal ... Juni2017September 2014

Sekretaris Daerah,

YOHANES AVUN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULUTAHUN 2017NOMOR ...


